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PENETAPAN
NOMOR : 5/G/2021/PTUN.ABN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon :

TelahmembacagugatanPenggugattertanggal 16 Februari 2021 terdaftar di
KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon padatanggal 17 Februari
2021 di bawah register perkaraNomor : 5/G/2021/PTUN.ABN yang diajukanoleh:

Drs. HAMIS MAHU, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawaiNegeriSipil,
beralamat di DesaSiwar, KecamatanAmbalau, Kabupaten Buru Selatan,

Provinsi Maluku.

Dalamhalinimemberikankuasakepada :
1. MA’AD PATTY, SH.MH,
2. FREDIK.J.M. MOVUN, SH.
3. YUNANT.A. TAKAENDENGAN, SH,
4. M.RIZAL ARIF TUHAREA, SH,
Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanAdvokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ma’ad Patty,
S.H., M.H. & Rekan, Jin. A. Y. Patty Pertokoan ATC Lantai 2 Kota Ambon,
email : maadpattyshmh @yahoo.com,berdasarkanSuratKuasaKhususNomor :
13/SK-TUN/Adv-MP/11/2021, tanggall0 Februari 2021;

SelanjutnyadisebutsebagaiPENGGUGAT .
MELAWAN:
BUPATI BURU SELATAN berkedudukan di
JalanTagopSoulissa,DesaKamanglele,KecamatanNamrole,Kabupaten
Buru Selatan.
SelanjutnyadisebutsebagaiTERGUGAT.

Menimbangbahwa yang
menjadiobjeksengketadandimohonkanuntukdinyatakanbatalatautidaksaholehPeng
gugatadalah:SuratKeputusanBupati Buru Selatan Nomor : 888/612/TAHUN 2020
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TentangPemberhentianTidakDenganHormat Dari PegawaiNegeriSipiltanggal 7
desember 2020 atasnamaDrs. HAMIS MAHU, NIP : 196406051994120003.

Menimbang,
bahwaterhadapgugatantersebutPengguattelahmengajukansuratpermohonanpenca
butangugatansecaratertulismelaluikuasahukumnyadengansuratNomor : 05/P-
Adv/MP/I11/2021 PerihalPermohonanPencabutanGugatanNomor
5/G/2021/PTUN.ABN, tertanggal 17 Februari 2021 yang diserahkan di
BagianUmumtertanggal 17 Februari 2021 danditerima di
KepaniteraanPerkaratanggal 18 Februari 2021;

Menimbang,
bahwaPenggugatpadapokoknyamenyatakanakanmencabutgugatantertanggal 16
Februari 2021 yang telahterdaftardengan Register Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN,
terhadapkeputusanobjeksengketayaituSuratKeputusanBupati Buru Selatan Nomor

888/612/Tahun 2020 TentangPemberhentianTidakDenganHormat Datri
PegawaiNegeriSipilTanggal 7 Desember 2020 AtasNamaDrs. HAMIS MAHU, NIP
: 196406051994120 003;

Menimbang, bahwapemeriksaanperkaraNomor : 5/G/2021/PTUN.ABN

masihdalamtahapmemintaketerangan Para Pihakdalamrangka dismissal proses;

Menimbang,
bahwaselanjutnyaPengadilanmenentukansikapataspermohonanpencabutan gugat

anPenggugatsebagaimanaakandiuraikandalampertimbanganhukum di bawahini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwasuratgugatan yang
diajukanPenggugatpadapokoknyamohonuntukdinyatakanbatalatautidaksahkeputu
sanobjeksengketa, olehkarenapenerbitannya di
dalilkanbertentangandenganperaturanperundang-undangandanasas-

asasumumpemerintahan yang baik;

Menimbang,

Halaman2dari4halamanPenetapanNomor5/G/2021/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwapenggugattelahmengajukansuratpermohonanpencabutangugatansecaratert
ulismelaluikuasahukumnyadengansuratNomor : 05/P-
Adv/MP/11/2021.,PerihalPermohonanPencabutan GugatanNomor
5/G/2021/PTUN.ABN, tertanggal 17 Februari 2021 yang diserahkan di
BagianUmumtertanggal 17 Februari 2021 danditerima di
KepaniteraanPerkaratanggal 18 Februari 2021;

Menimbangbahwasesuaikententuanpasal 76 ayat (1) Undang-
undangNomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara
dinyatakanbahwaPenggugatdapatsewaktu -

waktumencabutgugatannyasebelumTergugatmemberikanjawaban;

MenimbangbahwasampaipadasaatinigugatanPenggugatbelumdinyatakans
empurnadanmasihdalamtahapanmemintaketerangan ParaPihakdalamrangka
dismissal
proses,dengandemikianpermohonanpencabutangugatanolenPenggugatsecarahuk

umtidakmemerlukanpersetujuandariTergugat;

Menimbangbahwaberdasarkanpertimbangantersebutdiatas,
pengadilanberpendapatbahwapermohonanpencabutangugatanPenggugatberalasa

nhukumsehinggapermohonannyatersebutpatutdikabulkan;

Menimbang,
bahwadengandikabulkannyapermohonanpencabutangugatanPenggugat,
makaterhadapPenggugatdibebankanuntukmembayarbiaya yang

timbuldalamperkaraini yang akandiperhitungkandalamamarpenetapan ;

Mengingatpasal 76 ayat (1) Undang-undangNomor : 5 Tahun 1986
tentangPeradilan Tata Usaha Negara sertaPeraturanPerundang-undangan yang

berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan penggugat;
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2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negata Ambon
untuk mencoret perkara Nomor : 5/G/2021/PTUN.ABN dari Buku Induk
Register Perkara;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
sengketaini sebesar Rp. 254.000,- (duaratus lima puluhempatribu rupiah);

Demikianditetapkandalampermusyawaratanpadaharikamis, tanggal
25Februari 2021, oleh HARIYANTO  SULISTYO WIBOWO, SH.,
selakuKetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon,
penetapantersebutdiucapkanpadahariinijugadalampermusyawaratan yang

dinyatakanterbukauntukumumolehKetuaPengadilan Tata Usaha Negara Ambon
dengan di bantu oleh SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H., PaniteraPengadilan
Tata Usaha Negara Ambon dengan di hadiriolehKuasaHukumPenggugattanpa di
hadiriolehPihakTergugat;

Pengadilan TataUsaha Negara Ambon

Hakim/Ketua,

Panitera,

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H. HARIYANTO SULISTYO WIBOWO, S.H.

PerincianBiayaPerkara :
1. BiayaPendaftaran ...............coooiiiiiiiii Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara .......cooiiiiiiii i Rp. 205.000,-
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3. Meterai ..o Rp. 9.000,-
4, RedaKSi .. .oeieieiiiii Rp. 10.000,-
JumlahRp. 254.000,-

(duaratus lima puluhempatribu rupiah),-
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